
 

 

 

 

WALI KOTA TEGAL 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL 

NOMOR 7 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 6 TAHUN 2019 

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 

KOTA TEGAL TAHUN 2019-2024 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 
WALI KOTA TEGAL, 

 
Menimbang  : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang– 

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah dapat diubah apabila berdasarkan hasil 

pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan 

perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap 

kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;  

b. bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota 

Tegal Tahun 2019-2024, maka Peraturan Daerah Kota 

Tegal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal Tahun 

2019-2024 perlu dilakukan perubahan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Daerah Kota Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal Tahun 

2019-2024; 

  Mengingat . . . 

 

 

SALINAN 
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Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur Djawa Tengah, Djawa 

Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45 ); 

  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan 

Djawa Barat; 

  4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang 

Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 

1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-

kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 551); 

  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

  6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4700 ); 

  7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan 

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 65783); 

    

8. Peraturan . . . 
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  8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6042); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322}; 

  10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 136); 

  11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 10); 

  12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 

2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 

Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Tengah Nomor 9); 

  13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 'I'ahun 

2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 

Nomor 5); 

  14. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2008 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kota Tegal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota 

Tegal Tahun 2008 Nomor 18); 

15. Peraturan . . . 
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  15. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 

2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal 

Nomor 12) sebagaiana telah diubah dengan Peraturan 

daerah kota Tegal Nomor 1 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 

Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 

Tegal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tegal 

Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 

Kota Tegal Nomor 59); 

  16. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2019 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kota Tegal Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah 

Kota Tegal Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Tegal Nomor 46). 

 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL 

 
dan 

 

WALI KOTA TEGAL 
 

MEMUTUSKAN: 
 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG 

RENCANA   PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA 

TEGAL TAHUN 2019 -2024 

 
Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 

Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kota Tegal Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Tegal 

Tahun 2019 Nomor 6) diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan angka 5 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 1 . . . 
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Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
 

1. Daerah adalah Kota Tegal. 

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah. 

3. Wali Kota adalah Wali Kota Tegal. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 

2020-2024 yang selanjutnya disebut RPJMN adalah 

dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) 

Tahun dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024. 

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi 

Jawa Tengah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat 

RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan 

daerah untuk periode 20 (dua puluh) Tahun dari Tahun 

2005 sampai dengan Tahun 2025.  

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi 

Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yang selanjutnya disingkat 

RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan 

Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun terhitung sejak dilantik 

sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. 

8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tegal 

Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah 

dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) 

tahun dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. 

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota 

Tegal Tahun 2019-2024 yang selanjutnya disingkat RPJMD 

adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) 

Tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya 

masa jabatan Kepala Daerah. 

 

10. Rencana . . . 
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10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat 

Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun dari Tahun 2019 

sampai dengan Tahun 2024. 

11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya 

disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

untuk periode 1 (satu) Tahun. 

12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang 

diinginkan pada akhir periode perencanaan. 

13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang 

akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 

14. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program 

indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. 

15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau 

lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/ 

lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta 

memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat 

yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk 

mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. 

 

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 3 
 

(1) Sistematika Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 meliputi: 
 

a. Bab I : Pendahuluan; 

b. Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah; 

c. Bab III : Gambaran Keuangan Daerah; 

d. Bab IV : Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis; 

e. Bab V : Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran; 

f. Bab VI : Strategi, Arah Kebijakan Dan Program 

Pembangunan Daerah; 

g. Bab VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan 

Program Perangkat Daerah; 

h. Bab VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah; dan 

i. Bab IX : Penutup. 

 

(2). RPJMD . . . 
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(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini 

 

3. Ketentuan Lampiran diubah menjadi sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran Peraturan Daerah yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 

Daerah Kota Tegal. 

  

Ditetapkan di Tegal 

pada tanggal  2 September 2021 

 
WALI KOTA TEGAL, 

 

ttd 
 

DEDY YON SUPRIYONO 
Diundangkan di Tegal  

pada tanggal 2 September 2021 

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL, 

 
ttd 

 
JOHARDI 

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2021 NOMOR 7 

 
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH : 7-191/2021 

 
 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
 
 

BUDIO PRADIBTO, S.H. 
Pembina 

NIP 19700705 199003 1 003 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL  

NOMOR 7 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 6 TAHUN 2019 

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 

KOTA TEGAL TAHUN 2019-2024. 

 

I. UMUM 

Dokumen RPJMD telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Tegal 

Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kota Tegal Tahun 2019- 2024 yang merupakan penjabaran dari visi, misi Wali 

Kota dan Wakil Wali Kota. Dokumen RPJMD memuat tujuan, sasaran, strategi, 

arah kebijakan dan program-program beserta pagu indikatif yang disusun 

dalam rangka pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota. 

Penyusunan RPJMD berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Kota Tegal Tahun 2005-2025 serta dengan memperhatikan dokumen 

perencanaan lainnya di tingkat Provinsi dan Nasional maupun dokumen 

perencanaan strategis lainnya di tingkat Kota Tegal.  

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 264 ayat (5) menyatakan 

bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan 

evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian 

terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.  

Berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian terhadap Peraturan Daerah 

Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kota Tegal Tahun 2019- 2024, maka diketahui hal-hal 

sebagai berikut: 

1. Penjabaran Visi dan Misi RPJMD masih berpedoman pada RPJMN Tahun 

2015-2019 sebagaimana diatur dengan Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional Tahun 2015-2019. Pada Perubahan RPJMD perlu 

dilakukan penyelarasan penjabaran Visi-Misi antara RPJMD Kota Tegal 

Tahun 2019-2024 dengan RPJMN Tahun 2020-2024 sebagaimana diatur 

dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. 

 



- 9 - 
 

2. Pada RPJMD, Pemerintah Kota Tegal tidak mengampu urusan pemerintahan 

bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Hal ini mengacu pada surat 

Menteri Dalam Negeri Nomor 188/3774/SJ tanggal 11 Oktober 2016 perihal 

Pedoman Persetujuan Perda tentang Perangkat Daerah. Dalam 

kenyataannya pada Pemerintah Kota Tegal terdapat pelaksanaan kegiatan 

pemberdayaan masyarakat yang merupakan keharusan dari Pemerintah 

Pusat, sehingga untuk mewadahinya perlu memasukan urusan 

pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dalam Perubahan 

RPJMD. 

3. Struktur keuangan daerah pada RPJMD masih merujuk pada Peraturan 

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Pada Perubahan RPJMD, struktur keuangan daerah, analisa keuangan 

daerah, penyusunan proyeksi kemampuan keuangan daerah serta kerangka 

pendanaan program pembangunan daerah perlu disesuaian dengan merujuk 

pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah. 

4. Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Urusan Pemerintahan, program 

dan kegiatan Pada RPJMD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Pada perubahan RPJMD perlu disesuaikan dengan klasifikasi, kodefikasi 

dan nomenklatur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran 

Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah 

5. Pandemi global Coronavirus Disease-2019 berpengaruh pada perekonomian 

daerah, kemampuan keuangan daerah, dan capaian indikator kinerja 

pembangunan daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan dan 

penyesuaian target indikator pembangunan daerah.  

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka RPJMD 

perlu diubah dengan Peraturan Daerah dan selanjutnya dijadikan pedoman 

dalam menyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah. Pelaksanaan 

Perubahan RPJMD dijabarkan lebih lanjut dalam RKPD sebagai dokumen 

perencanaan tahunan Pemerintah Kota Tegal untuk Tahun 2021-2024. 

 
II. PASAL DEMI PASAL 

 

 

Pasal I . . . 
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Pasal I 

Angka 1 

Cukup jelas. 

Angka 2 

 Cukup Jelas 

Angka 3 

 Cukup Jelas 

Pasal II 

          Cukup jelas. 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 64 


